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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0027/0PM-PPTSP/PAUD DAN PNF/2019
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK KARTIKA JAYA 1-44

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MENIMBANG . a bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat(1) Undang-undang 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan
Nenformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Permerintah Daerah
dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperiukan
adanya lembaga yang dapat mengelcla pendidikan laraebiut:

b. bahwa mengingat TK KARTIKA JAYA 1-44 merupakan lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PALID) vang dalam pelaksanaan kegiatarinya perlu mendapat Izin
Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA JAYA 1-
44 gebagaimana dimasksud huruf a dan huruf b, dipandang periu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Saiu
Pintu Kabupaten Labuhanbatu Ltara,

MENGINGAT .

cemk

. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistern Pendidikan MNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78 Tambahan
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
/'Labuhanbatuy Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
"IAdonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia
Nomor 4884);
it

3 Unﬂang'-_uﬁdang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduas Atas 2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
" . Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
e Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fentang pengelolaan dan Fenyelenggaraan

. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112
Tﬁﬁgﬂuthenﬁaran Negara Republik Indonesia 5157);

1 Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
2000 tertang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
2012 Nomer 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Paraliical Paimintah Momar 13 Tahun 2015 tentang Parubanan Kedua Alas
Maraluran Pamenntan Nomor 19 Tanun 2008 tentang Slandar tanional Pandidikan
(Lambaran Negara Feapubiil (nadonesia | st 20018 Moo 448, Tambanan | savitsr BN
Magaia Rapuldik [idineain Nomor Ba ),

Pataliian Preaidan Nomar 07 Tahun 2014 lentang Pepyelengoersen Falayanan
Larpacu SNatu Pt (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014 Nomer 221),

Paraluran Metan Pendidikan dan Kebudaysan Nemor B4 Tabun 2014 (aniang
Pandiian Satian Pendickan Anak Usia Dini (Berda Negars Republik Inclonasis
Taliuin M4 Namor 1370

Paraturan Dasral Kabupalan Labuhanbaty Utara Nomor 4 Tahun 2ma wsnisng
Pembentukan Marmngkst Dasrah Kabupatsn Labuhanbaty Ltare (Lambaran Dasrah
Kabupaten Labuhanbatu Utere Tahun 2018 Narmor #, Tambahan Lembaran [aarah
pabupaten Labuhantaiu Liare Nomeor 89),

Peraturan Mupall Labuhanbatu Utars Nomor @ Tahun 2010 tentang Farubahsn
Kedua Atan Peraturan Dupali Labutanbely Utare Nomer 21 Tahun 2017 tentang
Pandelsganian Kewanangan Palayanan Parizinen dan Nonperinan kapada Kepala
Dinas Panansman Modal dan Pelayanan Parinan Terpadu Hatu Piniu Kabupatan
Labuhanbaty Utara (Berta Daerah Kabupaten Labuhanbetu Uters Tshun 2019
nonr 333,

Poraturan Bupati Labuhanbatu Utars Nomor 10 Tahun 2016 tentang Parubahan Alas
Peraluran Bupati Labuhanbatuy Utara Nomeor 2 Tahun 2018 fentang Pedoman
Ponyelenggarsan Palayanan Perizinan dan Nonperanan Terpadu Satu Pintu (Benta
Daarah Kabupaten Labuhanbaty Utara Tahun 2016 nomor 333),

Kepulusan Bupatl Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 lentang
Pembentukan  Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan den Nonperizinan d
[ abupaten Labuhanbalu Utara,

MEMPLRHATIKAN © 1 Slrat Permohanan Penyelenggaras TK KARTIKA JAYA 144 Kormpi Senapan B

126 Kala Cakti Damull Kebun Desa/Kelurahan Damull Kebun Kecamatan Kualuh
Selatan tanggal 31 Me! 2010 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD,

' Barta Acala Pemenksaan darl Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbaty Uters §
Nomor 421.6/225. PAUD & PNF/2018 tanggal 11 November 2019, Sl
Rekomendasl Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Uters, Nomar ©
421 91210 PAUD dan PNF/2019 pada tanggal 21 November 2018 parhal urtuk
mendapatkan lzin Oparagional PAUD yang baru

MEMUTUSKAN :

PEME TAPIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
FENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINE (PAUG) TIK

KARTIEA JAYA 1-44

Membertkan lzin Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD), kepada

Nama Lambaga TK KARTIKA JAYA 1-44

Jania Perizinan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (FAUD)

KOMPI SENAPAN B-126 KALA CAKTI DAMULI KEBUN
DESA / KELURAHAN DAMULI KEBUN

KECAMATAN KUALUH SELATANM

KABUPATEN LABUHANBATL UTARA

Penanggung Jawab NURHAYATI, 5.Pd

Penyelenggara NURHAYATI, 5.Pd
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KEDUA lzin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Dikium
KESATU, beraku sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan 25 November
2020;

KETIGA . Permohanan Operasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan =
{tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku izin;

KEEMPAT . Pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyampaikan
laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;

izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas
Penanaman Madal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang
beraku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU;

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Diketuarkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 25 Nopember 2018
a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LABUHANBATU UTARA
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